BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR & © TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAIL

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

 pahwa dalam rangka mendorong implementasi transaksi non

tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadep Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi
Transaksi Non Tunai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nemeor 54 Tahun
2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;

_Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1645;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalem Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan (Lembararn Negara Republilke Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400); |

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Fcbaga.lmana tclah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintashan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor
5679); |

7  Peraturen Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daereh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nﬂmnr:ﬁUS?];

8. Permturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republis
Indonesia Tahun 2019 Nomor :;452., Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomori6322);

O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhi._;f'dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAL



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam th.ua:ia Bupati Grobogan Nomor
54 Tahun 2017 tentang Emplemﬂn@usi Transaksi Non Tunai
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 54]
diubah sebagail berikut: '

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sel'unggﬁbe!hunylsabagm berikut:

Pasal 3 |

(1) Transaksi Non Tunai Penerimaan dilakukan terhadap
setiap pernerimaan Daerah bailk yang bersumber dari
pajak Daereh, retribusi Daerah, hasil pengelolan
kekayaan Daerah yang dipisshkan dan lsin-ain
pendapatan asli Daerah yang ﬁsh

{2) Transaksi Non Tunai Penﬁﬂmqian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk :

a. transaksi penerimaan pa_iak Daerah dan retribusi

Daerah dengan nominal sampai dengan Rp
500.000,00 (lima ratus ribu Rupizsh);

rransalksi penerimaan pajak Daerzh dan retribusi
Daerah yang pcmungutm':}u}ya menggunakan karcis
dan/atau sejenisnya; dan |

transaksi penerimaan vang tidak dapat dilakukan
melalui mekanisme non tunai berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pesal 5 diubah, schingga berbunyi sebagai berilaut:

Pasal 5

(1) Transaksi Non Tunai Fengialuara.n dilakukan untuk
seluruh belanja Daerah. _

(2) Seluruh Transaksi belanja | Daerah wajib dilakukan
dengan cara non tunai kecuali:

a.

pembayaran belanja selain gaji PNS dan Tambahan
Penghasilan PNS dengan nominal sampai dengan Rp
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

. pembayaran untuk keperluan tanggap darurat pada

saat terjadi heneana alam;

belanja Bantuan sosial sampai dengan
Rp5.000.000,00 (lima juta fapiak);

pembaysaran untuk pembelian benda pos;



e. pembayaran uang saku atau belanja transport kepada
masyarakat;

[. pembayaran belanja honorarium kepada pejebat
negara diluar Pemerintah Dacrah, PNS diluar
Pemerintakh Daerah, Anggote Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan
Non PNS yang dibayarkan kepada perorangan;

g. pembayaran  untuk  melaxsanakan  putusan
pengadilan; ;

h. pembayaran belanja mﬂkf;na.n dan minuman yang
dilaksanakan di luar Daemh; dan

i. pembayaran lainnya yang tidak bisa dibayarkan secara
non tunai berdasarkan ket%:nman yang sah dan/atau
peraturan perundangan yang berlaku,

(3) Tansaksi belanja modal dila.ku.knn dengan cara non tunai
kecuali biaya penunjang/pefolehan dengan mengacu
ketentuan pada ayat (2).

.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Transaksi Non Tunai Pengeluaran depat dilakukan dengan

cara: ?_

a. pemindahbukuan cari rekening bendahara pengeluaran
ke rekening penerima den éan menggunakan Surat
Pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran; dan/atau

b. menggunakan aplikasi Cash Management System

4. Ketentuan mengenai judul BAB VI diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut: '
BAB VIII

PEMBINAAN DAN E;’ENBAWHB&H

5. Ketentnan Pzsal 8 diubah, Beh.inEéa berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Pembinaan atas penerapan pelaksanaan Peraturan
Bupati ini dilaksanakan bleh Badan Pendapaten,
Pengelolaan Keuangan dan .@.set Daerah dalam bentuk
sosialisasi, pembinaan teknis dan dukungan prasarana
lainnya.



(2) Pengawasan atas penerapa .; pelaksanaan Peraturan
Bupati ini dilakukan oleh I'mlukmt Daerah.

'3) Pengawasan sebagaimana éimaksud pada ayat (1)
dilakukan  secare tcﬁnta:g-rasi dalam  kegiatan

pengawasan reguler.
Pasaill |
Peraturan Bupati ini mulai | berlaku pada tanggal
diundangkean. |

Agar sctiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
peagundangan Peraturan Bupati uii dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Grﬁ‘%:bga‘n';

Ditetapkan di Purwodadi

Di'l._mdangkan di Purwodad:
pada tanggal 3{-12~204)
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